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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam 

mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi 

yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya.
1
 

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap 

perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. 

Oleh karenanya, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan 

konsumsi bagi manusia.
2
 

Konsep muamalah merupakan konsep yang mengatur hubungan antar 

sesama manusia yang memilki tujuan untuk menjaga hak-hak manusia 

merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang 

terjadi. Konsep muamalah telah diatur dalam Islam dalam bentuk syari’ah 

yang memuat berbagai hukum, yaitu halal, haram, mubah dan makruh. Di 

dalam syari’ah terdapat prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan 

kehidupan. Baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah maupun hubungan 

kepada sesama manusia. Dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia 

                                                           
1
 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 167. 

2
 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, ( Surakarta: Erlangga, 2012), 87. 
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memerlukan adanya batasan agar mereka tidak cenderung untuk menuruti 

hawa nafsu dan batasan tersebut ialah fiqh muamalah .
3
  

Secara terminologi fiqh jual beli  disebut dengan al-bay‘ yang berarti 

menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut 

Abu Hanifah pengertian jual beli (al-bay‘) secara definitif yaitu tukar-

menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, 

Syafi’iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-bay‘) yaitu tukar-menukar 

harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. 

Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bay‘ 

adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan 

uang.
4
 

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat; yaitu syarat 

terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat 

keharusan (komitmen) jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum 

untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi 

kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) 

manipulasi dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. 

Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya 

transaksi, maka transaksi dianggap batal.
5
 

                                                           
3
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Cet II (Jakarta: Amzah,2013), 2. 

4
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2011), 101. 

5
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj Abdul Hyyie al-Kattani et,al, juz 5 (Jakarta: 

Gema Insani, 2011), 34. 
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Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia 

mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. 

Terdapat beberapa ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw yang berbicara 

tentang jual beli, antara lain: 

1. Surat al-Baqarah ayat 275: 

     
…    

   Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.  

 

2. Surat al-Baqarah ayat 198: 

    
     

…    
Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu.
6
 

 

Uang elektronik diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Uang 

elektronik (e-money) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsure-

unsur yaitu: 

Uang elektronik diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Uang 

elektronik (e-money) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsure-

unsur yaitu: 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: al-Huda, 2002). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 
 

a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh 

pemegang kepada penerbit; 

b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti 

server  atau chip; 

c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (merchant) 

yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; 

d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola 

oleh penerbit nukan simpanan sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
7
 

Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah 

sebagai alat tukar (medium of exchange). Ini adalah fungsi utama uang. Dari 

fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain seperti uang sebagai 

standard of value (pembakuan nilai), store of value (penyimpanan kekayaan), 

unit of account (satuan penghitungan) dan standard of defferend payment 

(pembakuan pembayaran  tangguh).
8
 

Perkembangan teknologi dan informasi telah memberi dampak ke 

berbagai bidang, tak terkecuali di bidang sistem pembayaran, khususnya 

sistem pembayaran ritel dengan munculnya instrumen pembayaran yang 

dikenal sebagai electronic money  (e-money). Penggunaan e-money sebagai 

alternatif alat pembayaran non tunai di beberapa negara menunjukkan adanya 

potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan 

                                                           
7
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Pasal 1. 

8
 Nurul Huda, et,al, Lembaga Keuangan Islam,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 

12. 
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penggunaan uang tunai, khususnya untuk pembayaran-pembayaran yang 

bersifat mikro sampai dengan ritel.
9
 

Dalam publikasi yang dikeluarkan Bank For International Settlement 

(BIS) pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik merupakan 

produk yang memiliki nilai tersimpan (stored value) atau prabayar (prepaid) 

di mana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki 

seseorang. Uang elektronik (e-money) merupakan alat pembayaran yang 

digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (multi purposed), tidak 

seperti kartu telepon yang merupakan single purpose prepaid card.
10

 

Keberadaan Undang-undang perlindungan konsumen sebenarnya 

mempunyai peran yang strategik bagi konsumen maupun bagi pebisnis. 

Konsumen akan mendapatkan kejelasan tentang hak-haknya secara nyata 

yang ini akan memudahkannya berhubungan dengan dunia bisnis ketika hak-

haknya tidak terpenuhi.
11

 

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak-hak konsumen sudah dapat 

diperjuangkan dengan dasar hukum yang telah  disahkan tersebut. Secara 

umum pun kemudian dikenal adanya empat hak konsumen yang sifatnya 

universal, yaitu: 

1. Hak untuk mendapatkan keamanan; 

2. Hak untuk mendapatkan informasi; 

                                                           
9
 Siti Hidayati, et,al, Kajian Operasional E-Money,  (Jakarta: BI, 2006), 1. 

10
 Laila Ramdani, ‚Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap 

Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa‛, JESP-Vol. 8 No 1(Maret, 2016), 1. 
11

 Tatik Suryani, Perilaku Konsumen, (Surabaya: Graha Ilmu, 2008), 332. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 
 

3. Hak untuk memilih; 

4. Hak untuk didengar.
12

 

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa. 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

                                                           
12

 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2000),16. 
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9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.
13

 

Dari beberapa peraturan di atas bisa kita lihat yang paling penting 

adalah hak-hak konsumen. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerugian 

yang dialami konsumen di PT Bank syariah Mandiri terhadap penggunaan e-

money akan menjadi tanggung jawab pihak konsumen artinya dalam hal ini 

pelaku usaha atau Bank Syariah Mandiri tidak akan menanggung segala 

bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.  

Ada beberapa kerugian yang dialami konsumen misalnya, apabila 

kartu e-money hilang kartu e-money yang tidak menjadi tanggung jawab 

pihak pelaku usaha, hingga penggunaan yang dapat disalah gunakan oleh 

berbagi pihak ketika kartu e-money tersebut hilang karena tidak adanya 

otorisasi keamanan pada kartu e-money. 

Di PT Bank Syariah Mandiri ketika konsumen membeli kartu e-

money pihak Bank telah menjelaskan kepada konsumen bahwasannya ketika 

dalam penggunaan kartu e-money konsumen mengalami kehilangan, maka 

pihak PT Bank Syariah Mandiri tidak akan menanggung segala bentuk 

kerugian yang dialami konsumen. 

Mengenai pihak pelaku usaha atau Bank Syariah Mandiri yang telah 

menjelaskan kepada konsumen mengenai segala konsekuensi yang dialami 

konsumen dalam penggunaan e-money, hal ini sesuai atau termasuk dalam 

hal PT Bank Syariah Mandiri telah memberikan informasi secara jelas kepada 

                                                           
13

 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4.  
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konsumen perihal penggunaan e-money dan segala bentuk kerugian yang 

dialami konsumen. 

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan 

upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. 

Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan 

perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha 

produsen, karena keberadaan produsen merupakan suatu yang esensial dalam 

perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan 

perlindungan kepada konsumen juga harus di imbangi dengan ketentuan yang 

memberikan perlindungan kepada produsen, sehingga perlindungan konsumen 

tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah 

menjadi lebih kuat, dan sebaliknya produsen yang menjadi lemah.
14

 

Di sisi lain, konsumen juga belum menyadari akan hak yang diberikan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada mereka. Sudah sangat jelas, 

di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut serangkaian hak 

yang menjadi milik konsumen telah diatur tegas. Hal ini timbul akibat 

kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan  Konsumen, sehingga menyebabkan konsumen sudah biasa 

dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taat sehingga produsen 

dapat dengan leluasa memanfaatkan kelemahan-kelemahan konsumen. 

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis akan mengkaji masalah 

dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul 

                                                           
14

 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), 4. 
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‚Analisis Hukum Islam, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, dan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap penggunaan Uang 

Elektronik (E-money) di PT Bank Syariah Mandiri Jakarta‛ 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas ,maka masalah-masalah yang dapat 

di identifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Mekanisme penggunaan e-money di Bank Syariah Mandiri 

2. Penggunaan e-money yang dapat disalahgunakan orang lain 

3. Tidak adanya otorisasi keamanan pada kartu e-money 

4. Tidak adanya ganti rugi jika terjadi kehilangan pada e-money 

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014  

6. UU No 8 Tahun 1999 mengenai hak dan kewajiban konsumen terhadap 

pengguaan e-money 

7. Penggunaan e-money dalam analisis hukum Islam 

Dari beberapa masalah yang tercantum di atas masih bersifat umum, 

sehingga diperlukan batasan-batasan masalah  dalam pembahasannya supaya 

lebih terarah pada ruang lingkupnya serta permasalahannya. Maka penulis 

memberikan batasan pembahasan meliputi sebagai berikut: 

1. Mekanisme penggunaan uang elektronik (e-money) di PT bank Syariah 

Mandiri. 

2. Hukum Islam, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, dan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap 
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penggunaan uang elektronik (e-money) di PT Bank Syariah Mandiri 

Jakarta. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme penggunaan uang elektronik (e-money) di PT 

Bank Syariah Mandiri Jakarta? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam, Peraturan Bank Indonesia Nomor 

16/8/PBI/2014, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap 

penggunaan uang elektronik (e-money) di PT Bank Syariah Mandiri 

Jakarta? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini pengulangan atau 

duplikasi dari kajian atau penilitian yang telah ada.
15

 

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan 

penelitian atau tulisan yang mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini yang 

berjudul ‚Analisis Hukum Islam, Peraturan Bank Indonesia Nomor 

16/8/PBI/2014, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 

1999 Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (e-money) Di PT Bank Syariah 

Mandiri Jakarta‛. 

                                                           
15 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: 

UIN Sunan Ampel, 2014), 8. 
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Diantaranya karya ilmiah yang mengkaji tentang uang elektronik (e-

money) adalah: 

1. Penelitian Tahun 2016 yang berjudul ‚Transaksi Uang Elektronik 

Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah‛, menyimpulkan bahwa uang 

elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat 

difungsikan menjadi uang, selain dengan menggunakan uang elektronik 

masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan, pencurian atau 

perampokan.
16

 

2. Penelitian Tahun 2014 yang berjudul ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik‛, menyimpulkan 

bahwa dalam transaksi elektronik (e-commerce) sama pada transaksi pada 

umumnya yaitu melindungi akan hak-haknya, hak tanpa paksaan, 

kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga.
17

 

3. Penelitian Tahun 2010 yang berjudul ‚Konsep Uang Elektronik Dan 

Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang 

Elektronik)‛, menyimpulkan bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang 

                                                           
16

 Rifqy Tazkiyyaturrohmah, ‚Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah‛ 

(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2016). 
17

 Riza Laely Ikayanti,‛ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam 

Transaksi Elektronik‛ (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
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Elektronik pada prinsipnya sudah dapat di implementasikan pada 

Perbankan Syariah dengan mengacu pada peraturan tersebut.
18

  

4. Penelitian Tahun 2015 yang berjudul ‚Perlindungan Hukum Bagi 

Pengguna Aplikasi Mobile Payment (BBM Money)‛, menyimpulkan 

bahwa tanggung jawab penyelenggaraan sistem elektronik terhadap 

penggunaan aplikasi mobile payment BBM Money mengenai tanggung 

jawab atas informasi, bank telah melakukan kewajibannya dengan 

sesuainya pencantuman iklan dengan apa yang ada dalam aplikasi, juga 

mengenai pencantuman informasi kontrak elektronik dan penyelesaian 

sengketa.
19

 

Dari pengamatan penelitian di atas penulis belum menemukan karya 

tulis yang membahas tentang Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang 

Perlindungan konsumen terhadap pengunaan uang elektronik (e-money) dan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan uang elektronik (e-money). 

                                                           
18

 Asep Saiful Bahri, ‚Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan 

Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang 

Elektronik)‛ (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2010). 
19

 Moh Achsan Rumi, ‚Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Mobile Payment (BBM 

Money)‛ (Skripsi—Universitas Hasanuddin, 2015). 
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2. Untuk menganalisis hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan uang elektronik 

(e-money) di PT Bank Syariah Mandiri Jakarta. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

dua aspek, secara lebih rinci kegunaan penulisan ini adalah: 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan pengembangan 

dalam ilmu hukum yang khususnya hukum islam serta peraturan Bank 

Indonesia dan hukum perlindungan konsumen mengenai penggunaan uang 

elektronik (e-money). 

2. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapaat memberikan pemahaman 

kepada pengguna uang eletronik (e-money) dan juga lembaga terkait 

mengenai hak-hak dan kewajiban dalam hukum perlindungan konsumen. 

 

G. Definisi Operasional 

Penelitian ini berjudul ‚Analisis Hukum Islam, Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, dan Undang-Undang Perlindungan konsumen 

Nomor 16/8/PBI/2014 Terhadap Pengunaan Uang Elektronik (E-Money) di 
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PT Bank Syariah Mandiri‛ gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian 

dalam judul penelitian ini terdapat beberapa isitilah sebagai berikut: 

1. Hukum Islam : Seperangkat aturan yang berisi 

hukum-hukum syara’ yang bersifat 

terperinci, yang berkaitan dengan 

perbuatan manusia (dalam hal jual 

beli), yang dipahami dan digali dari 

sumber-sumber (Al-Qur’an dan 

Hadis) dan dalil-dalil syara’ lainnya 

(berbagai metode ijtihad).
20

 

2. 

 

Peraturan BI Nomor 

16/8/PBI/2014 

: Ketentuan hukum yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia dan mengikat 

setiap orang atau badan dan dimuat 

dalam lembaran Negara Republik 

Indonesia mengenai aturan tentang 

uang elektronik di PT Bank Mandiri 

Syariah. 

3.   Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 

4.  

: Segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk mewujudkan 

keseimbangan perlindungan 

konsumen, perlindungan kepentingan  

                                                           
20

 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , (Jakarta: Amzah, 2011), 15. 
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konsumen (dalam penggunaan e-

money) dan pelaku usaha (PT. Bank 

Syariah Mandiri) agar tercipta 

perekonomian yang sehat. 

4. Uang Elektronik (e-money) : Alat pembayaran yang diterbitkan 

oleh PT Bank Mandiri atas dasar nilai 

uang yang disetor terlebih dahulu 

kepada PT Bank Syariah Mandiri. 

 

H. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu tentang analisis 

hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang 

uang elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap 

penggunan uang elektronik (e-money) di PT Bank Syariah Mandiri Jakarta, 

maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan  

a. Data tentang mekanisme penggunaan uang elektronik (e-money). 

b. Data tentang ketentuan hukum Islam Peraturan Bank Indonesia dan 

Undang-Undang Perlindungan konsumen terhadap penggunaan uang 

elektronik (e-money). 

c. Data tentang konsekuensi penggunaan dan resiko kehilangan uang 

elektronik (e-money). 
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2. Sumber  Data 

a. Sumber Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek 

penelitian baik dari pihak pribadi maupun dari suatu instasi yang 

mengolah dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan 

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukaan.
21

 Adapun yang tergolong sumber 

data primer yaitu, wawancara langsung dengan: 

1. Hendi suhendi: Marketing  

2. Sukma Wijaya: Kepala Divisi Electronic Banking 

3. Irvan. B: Divisi SDM 

b. Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
22

 Data 

tersebut meliputi: 

1. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, 2011 

2. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 2013 

3. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 2011 

4. Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, 2010 

5. Siti Hidayati, et,al, Kajian Operasional E-Money , 2006 

6. Tatik Suryani, Perilaku Konsumen, 2008 

7. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 2000 

                                                           
21

 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta Bumi Aksara, 1997), 62. 
22

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91. 
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8. Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di 

Indonesia, 2011. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Agar diperoleh data-data yang dapat diujikan kebenarannya, 

relevan dan lengkap, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu: 

a. Observasi 

Adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja , sistematis 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan.
23

 Kegiatan yang dilakukan penulis melalui 

pengamatan dan pengindraan di PT Bank Syariah Mandiri. 

b. Wawancara  

Adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada para responden.
24

 Penelitian ini mengumpulkan data 

dengan menggunakan wawancara langsung pada pihak PT Bank 

Syariah Mandiri. 

 

 

 

 

                                                           
23

 P Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka  Cipta 

,2004), 39. 
24

 Ibid, 63. 
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c. Dokumentasi 

Adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 

yang terbentuk dokumentasi.
25

 Penelitian ini mengambil dokumentasi 

langsung pada lembaga PT Bank Syariah Mandiri. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data yakni; 

a. Editing, yaitu: kegiatan memeriksa instrument penelitian (termasuk 

kuesioner survey) yang sudah terisi. 

b. Coding, yaitu: pemberian kode dalam bentuk angka atau huruf.
26

 

c. Analizing, yaitu: mengadakan penggalian terhadap data-data yang 

telah disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data tersebut 

agar dapat ditarik kesimpulan. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu deskriptif 

analisis dengan mengedepankan pola pikir deduktif, yaitu 

menggambarkan hasil penelitian diawali teori atau dalil yang bersifat 

umum. 

Metode deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/objek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat 

                                                           
25

 Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Equuilibrium, Vol. 5, No.9 (2009), 6. 
26

 Abuzar Asra, Metode Penelitian Survei, (Bogor: In Media, 2014), 171. 
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sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya.
27

 

Peneliti mendeskripsikan berdasarkan variabel-variabel yang 

diteliti. Dan dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Analisis 

Hukum Islam, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, dan 

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 terhadap penggunaan uang elektronik 

(e-money) Di PT Bank Syariah Mandiri Jakarta. Di samping itu, peneliti 

akan menganalisa masalah yang ada dan memberikan solusi terhadap 

masalah yang dihadapi. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, 

maka penulis akan menguraikan pembahasan ini kedalam beberapa bab, tiap-

tiap bab dibagi beberapa sub bab. Sistematika pembahasannya adalah sebagai 

berikut: 

BAB Pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan 

pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian yang meliputi: jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data 

lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan. 

                                                           
27

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Bandung: Media Press, 1999), 23. 
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BAB Kedua adalah landasan teori, yang berisikan tentang teori jual 

beli, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999. Dalam hal ini memuat pengertian akad jual beli, dasar 

hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Serta Peraturan Bank Indonesia 

16/8/PBI/2014 tentang e-money yang meliputi definisi uang elektronik (e-

money), jenis dan fasilitas uang elektronik (e-money), Tanggung Jawab 

Registrasi Pemegang e-money, Manajemen Risiko Dan Peningkatan 

Keamanan e-money. latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999, tujuan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 

pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, 

hak dan kewajiban pelaku usaha. 

BAB Ketiga dalam bab ini adalah penyajian data memuat tentang 

penggunaan uang elektronik e-money di PT Bank Syariah Mandiri yang 

menguraikan sejarah berdirinya PT Bank Syariah Mandiri, visi dan misi, 

produk-produk dan akad, mekanisme transaksi uang elektronik (e-money) di 

PT Bank Syariah Mandiri, konsekuensi penggunaan uang elektronik (e-

money) dan resiko kehilangan uang elektronik (e-money). 

BAB Keempat dalam bab ini adalah tentang uraian analisis hukum 

islam dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, 2dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap penggunaan uang elektronik (e-

money) di PT Bank Syariah Mandiri. 

BAB Kelima adalah penutup yang mana pada akhir pembahasan ini 

dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan saran. 
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